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Abstract 

Research with the title “The Role of Financial Report Analysis, 5C Prospective Debtor 

Principal Assessment, and Credit Supervision of the Effectiveness of Lending to PD. BPR BKK 

Purbalingga” has the objective, namley (i) to know the role of financial position and 

procedures for evaluating the financial statements of prospective borrowers in approving credit 

applications, (ii) to find out how banks evaluate the 5C principles of prospective borrowers, 

and (iii) to knowing the implementation and supervision of credit. In this study, the author uses 

descriptive method, namely by collecting and analyzing data, so as to provide a clear picture 

in accordance with the title of this study. Data collection techniques used were intreviews and 

documentation. The results of this study explain (i) the importance of analyzing the prospective 

debtor’s financial statements and the analytical procedures carried out by the bank, (ii) the 5C 

principle assessment carried out by the bank, (iii) the process and importance of credit 

supervision carried out by the bank. 

 

Keywords : financial statement analysis, 5C principle, credit supervision, efectiveness of 

lending 

 

Abstrak 

Penelitian dengan judul “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon 

Debitur, dan Pengawasan Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD. BPR BKK 

Purbalingga” ini memiliki tujuan yaitu (a) untuk mengetahui peranan posisi keuangan dan 

prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur bagi perbankan dalam menyetujui 

permohonan kredit, (b) untuk mengetahui bagaimana bank melakukan penilaian terhadap 

prinsip 5C calon debitur, dan (c) untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan kredit. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan 

menganalisis data, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan judul 

penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang (a) pentingnya analisis laporan keuangan calon debitur 

dan prosedur analisis yang dilakukan oleh bank, (b) penilaian prinsip 5C yang dilakukan oleh 

bank, (c) proses dan pentingnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank. 

 

Kata kunci : analisis laporan keuangan, prinsip 5C, pengawasan kredit, efektivitas pemberian 

kredit 
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1. Pendahuluan 

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan mengembangkan 

perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap 

dana dari masyarakat. Hal ini dikarenakan fungsi bank sebagai perantara (intermediary) antara 

pihak – pihak yang kelebihan dana (surplus of found) dengan pihak – pihak yang membutuhkan 

dana (luck of found). Menurut (Hermansyah, 2017) dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional 

Indonesia mengatakan sebagai agent of development, Bank merupakan alat pembangunan 

nasional melalui segala jenis usaha pembangunan yaitu salah satunya sebagai financial 

intemediary (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. 

Menurut Pasal 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah 

diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebutkan sebagai 

Undang – Undang Perbankan) yang menyebutkan fungsi bank yaitu menyalurkan dan 

menghimpun dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, giro dan 

deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Penyaluran dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinajman yang biasanya disebut kredit. Kredit 

merupakan penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan antara dua pihak yaitu 

antara bank dan orang lain yang dimana hal tersebut mewajibkan pihak yang meminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama 

bank yang mengandung risiko dapat mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan usaha 

bank. Akan tetapi, sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari 

masyarakat, maka hal ini berakibat pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan 

undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia. (Indonesia, 1998a) 

Kredit dapat diperoleh dari mana saja, baik dari bank umum maupun bank perkreditan 

rakyat. Namun, bank harus selalu memiliki perhatian khusus terhadap kredit yang disalurkan 

terhadap calon debitur. Hal ini dikarenakan bank memiliki tanggung jawab atas dana nasabah 

yang diberikan kepadanya seperti giro, deposito dan tabungan yang selanjutnya disalurkan 

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Keputusan untuk menyalurkan kredit 

memiliki risiko dan tanggung jawab yang tidak kecil atas ketidakmampuan debitur dalam 

membayar kewajiban kreditnya pada saat tanggal jatuh tempo. Maka dari itu, demi menjaga 

dan meminimalisir risiko serta keamanan terebut, bank harus mampu melakukan penilaian dan 

pertimbangan yang sangat teliti sebelum mengambil keputusan.  

Sebagai lembaga keuangan yang berkegiatan menyalurkan dana (kredit) kepada 

masyarakat, tidak sedikit masalah yang ada dalam kegiatan tersebut. Seperti ketidaksesuaian 

kredit yang diperoleh dengan kondisi sesungguhnya nasabah atau perusahaan yang meminjam 

kredit. Tidak sedikit bank yang mendapatkan masalah ketidaksesuaian kredit seperti ini. Hal ini 

dapat disebabkan pada analisis kredit yang belum maksimal dalam mengalisa dan 

menyebabkan pengambilan keputusan pemberian kredit yang kurang sesuai. 

Dalam usaha bank meminimalisir masalah dalam penyaluran kredit, dilakukan beberapa 

hal sebelum pengambilan keputusan penyaluran kredit. Salah satunya adalah analisis laporan 

keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan calon debitur, maka dapat menilai kondisi 

keuangan perusahaan (calon debitur), apakah dalam kondisi baik atau tidak. Selain itu, melihat 

laporan keuangan perusahaan juga dapat mengetahui bahwa calon nasabahnya layak atau tidak 

mendapatkan kredit. Dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan dapat digunakan 

dengan menggunakan analisis rasio. Rasio keuangan dapat menggambarkan pertumbuhan 

keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, lalu dilakukan perbandingan mengenai kondisi 

keuangan setiap tahunnya yang kemudian berhubungan dengan pengambilan keputusan. 

Namun, rasio keuangan bukanlah hal mutlak guna pengambilan keutusan akhir. Rasio keuanga 
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hanya digunakan apabila dapat menunjukkan perubahan arah dan pola keuangan suatu 

perusahan. 

Selain dengan cara menganalisis laporan keuangan, menilai prinsip 5C calon nasabah 

juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank. Prinsip 5C tesebut berupa Character, 

Capital, Collateral, Capacity dan Condition of Economy. Bagi pihak bank, calon nasabah yang 

memenuhi penilaian prinsip 5C merupakan calon nasabah yang layak mendapatkan kredit. 

Dimana ketika pihak bank melihat adanya debitur yang memiliki karakter kuat, memiliki 

kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, memiliki jaminan, memiliki modal yang kuat dan 

kondisi perekonomian yang mana merupakan salah satu keunggulan calon nasabah. Di lain hal, 

penilaian prinsip 5C ini juga digunakan untuk melihat kredibilitas calon debitur ke depannya.  

Pada Bank Mandiri (2018) pula terdapat masalah tentang ketidaksesuain kredit yang 

dipengaruhi oleh kurangnya penilaian tentang analisa laporan keuangan. Beberapa hal tersebut 

yang memperkuat penulis untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) membekukan BPR Mega Karsa Mandiri pada tahun 2018 dikarenakan angka kredit 

macetnya mencapai angka Rp 2,2 Miliar. BPR Mega Karsa Mandiri dinilai tidak menerapkan 

prinsip kehati-hatian sehingga angka kreditnya melonjak cukup drastis. Penetapan status dalam 

pengawasan khusus tersebut disebabkan karena kelemahan pengelolaan dan manajemen BPR 

Mega Karsa Mandiri yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas 

perbankan yang sehat. Bulan Juli 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin BPR 

Sambas Artha yang disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak 

memperhatikan prinip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.  

 

Tabel 1.1 

Prestasi BPR BKK Purbalingga 

PERIODE 

(Tahun) 

PRESTASI TOTAL ASET 

2012 Urutan ke-5 terbaik BPR di Indonesia 

dengan klasifikasi aset. 

Rp 100 M – Rp 500 M 

2013 BPR terbaik di Jawa Tengah dengan 

pertumbuhan aset, pertumbuhan nilai 

kredit  

Aset = Rp 282,9 M 

Nilai Kredit = Rp 248,264 M 

2014 Peningkatan pembukuan laba Rp 14 M 

2018 Peningkatan penghimpunan DPK Rp 351,9 M 

Sumber : www.banyumas.com  

 

Berdasarkan uraian di atas, dijelaskan bahwa untuk mengambil suatu keputusan yang 

baik dalam penyaluran kredit perlu memperhatikan beberapa aspek. Untuk mendapatkan suatu 

keputusan yang baik dan guna meminimalisir risiko kedepannya, dilakukan analisa laporan 

keuangan calon debitur merupakan cara yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan untuk 

mencegah adanya ketidaksesuaian penyaluran kredit. Selain itu, analisa penilaian prinsip 5C 

juga dinilai sangat penting guna mengetahui latar belakang dan kemampuan keberlangsungan 

pengajuan kredit calon debitur. Hal–hal itu jika dilakukan secara maksimal dapat memicu 

pengawasan kredit menjadi terlaksana secara maksimal. Atas dasar tersebut, penelitan ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C 

calon debitur dan pengawasan kredit dengan mengajukan pertanyaan (a) bagaimana analisis 

laporan keuangan keuangan calon debitur dapat dijadikan dasar keputusan pemberian kredit 

http://www.banyumas.com/
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pada PD. BPR BKK Purbalingga?, (b) bagaimana prosedur penilaian prinsip 5C calon debitur 

sebelum disetujui permohonan kreditnya pada PD. BPR BKK Purbalingga?, dan (c) bagaimana 

pelaksanaan dan peranan pengawasan kredit oleh PD. BPR BKK Purbalingga ?  

 

2. Kajian Teori 

2.1 Definisi Kredit 

Menurut Undang–Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11, kredit 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga.(Indonesia, 1998). Menurut Iskandar (2013), menjelaskan kredit yaitu 

piutang bagi bank, maka pelunasannya (repayment) yang merupakan kewajiban yang harus 

dilakukan oleh debitur terhadap utangnya, sehingga risiko kredit macet dapat dihindari. 

Menurut Kasmir (2015), kredit dapat berbentuk barang ataupun uang. Dalam kredit baik 

berbentuk barang maupun uang dalam hal pembayaran atau pelunasannya tetap menggunakan 

metode angsuran atau cicilan tertentu. Menurut asal mulanya, kredit berasal dari kata credere 

yang berarti kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, maka 

berarti mereka mendapat kepercayaan dari pihak bank.  

Meskipun berdasarkan penjelasan di atas demikian, namun yang paling penting 

daripada dasar diadakannya perjanjian kredit, adalah filosofi dari keharusan adanya suatu 

perjanjian kredit atas setiap pelepasan kredit bank terhadap nasabahnya. Filosofi tersebut 

merupakan berfungsinya perjanjian kredit sebagai alat bukti dan sebagaimana diketahui bahwa 

surat-surat perjanjian yang ditandatangani adalah suatu akta. Dalam meyakinkan bank bahwa 

penyaluran kredit tersebut termasuk aman, maka diadakan dahulu proses analisis kredit. 

Analisis kredit yang dimaksud ini yaitu menganalisa mengenai latar belakang perusahaan dan 

pemiliknya, prospek perusahaan untuk kedepannya, jaminan yang digunakan, modal yang 

digunakan, kondisi perekonomian perusahaan dan pemiliknya, dll. Analisis kredit ini harus 

dilakukan oleh bank karena guna mencegah adanya risiko-risiko yang timbul dari adanya 

ketidaksesuaian pemberian kredit. 

Pemberian kredit tanpa adanya analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan 

bank. Nasabah akan dengan mudahnya memberikan data-data yang fiktif sehingga kredit 

tersebut sebenarnya belum tentu layak untuk diberikan. Pada akibatnya, apabila tejadi 

kesalahan dalam analisis kredit maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih atau macet. 

Akan tetapi, kesalahan analisis kredit bukan menjadi faktor utama penyebab kredit macet, 

walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan dari salahnya dalam analisis kredit. Apabila 

kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, langkah yang dilakukan oleh bank adalah 

berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dengan kondisi 

penyebab kemacetan kredit tersebut. Jika memang masih bisa untuk dibantu atau diselamatkan, 

maka bank akan melakukan tindakan membantu nasabah dengan apakah menambah jumlah 

kredit atau dengan memperpanjang masa jangka waktunya. Namun, apabila sudah tidak bisa 

diselamatkan maka tindakan terakhir bagi bank adalah dengan menyita jaminan yang telah 

dijaminkan oleh nasabah.  

 

2.2 Analisis Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil refleksi dari transaksi yang terjadi di dalam suatu 

perusahaan. Transaksi – transaksi yang dilakukan itu dicatat, digolongkan dan diringkas dalam 

bentuk satuan uang, kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Laporan keuangan 
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merupakan sebuah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan pada 

sebuah entitas. Tujuan utama sebuah laporan keuangan pada dasarnya untuk kepentingan umum 

yaitu menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari sebuah entitas yang 

berguna untuk pengambilan keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Kasmir (2015) 

menjelaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya akan telihat setelah 

laporan keuangan disusun secara rinci berdasarkan data yang relevan serta dilakukan melalui 

prosedur akuntansi dan penilaian yang benar. Kondisi keuangan perusahaan yang dimaksud 

adalah diketahuinya jumlah harta, kewajiban serta modal dalam neraca yang dimiliki.  

Di Indonesia cara penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) dimana penyajiannya diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1 

paragraf 11 (revisi 2013:1.2) yaitu terdiri dari : 

1) Neraca 

Neraca pada umumnya berguna untuk menggambarkan kondisi keungan suatu 

perusahaan. Neraca dapat digunakan untuk menggambarkan potret kondisi keuangan 

suatu perusahaan pada waktu tertentu (snapshoot keuangan perusahaan), dimana 

meliputi aset, kewajiban atau hutang, dan hak para pemilik. Pada dasarnya, neraca harus 

disusun secra sistematis sehingga dapat menjelaskan gambaran posisi keuangan 

perusahaan. Dalam arti lain, neraca dapat menampilkan suatu keseimbangan antara 

keputusan investasi dengan keputusan pendanaan.  

2) Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan operasi dimana menggambarkan 

pendapatan yang dihasilkan, biaya – biaya yang harus dibayarkan, dan laba atau rugi 

yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.  

3) Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan keseluruhan aspek yang 

berkaitan dengan kegitan perusahaan, baik yang berpengruh langsung maupun tidak 

terhadap kas. (IAI, 2017) 

Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi bagi 

perusahaan baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Analisis laporan keuangan 

dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana 

perubahan unsur-unsur tersebut dari tahun ke tahun atau dari tiap periode. Pada dasarnya, 

analisis laporan keuangan dilakukan untuk melihat prospek dan risiko yang akan dihadapi 

perusahaan. Prospek dapat dilihat dari tingkat keuntungan (profitabilitas) perusahaan, 

sedangkan risiko dapat dilihat dari kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan. Analisis 

laporan keuangan penting dilakukan untuk menilai mengenai keamanan penyaluran kredit. 

Kreditur perlu mengetahui kondisi keuangan jangka pendek (likuiditas), stabilitas, dan 

profitabilitas perusahaan sebelum pengambilan keputusan pemberian kredit.  

Analisis posisi keuangan jangka pendek merupakan hal penting, baik bagi pihak 

manajemen maupun pihak diluar perusahaan seperti kreditur dan pemilik perusahaan. Bagi 

bank komersial atau kreditur jangka pendek lainnya sangat memperhatikan tingkat keamaan 

bagi kredit-kredit jangka pendeknya, manajemen berkepentingan untuk mengetahui 

penggunaan modal kerja, dan pemegang saham beserta kreditur jangka panjang berkepentingan 

untuk mengetahui dan memperhatikan prospek pembayaran dividen maupun bunga. Analisis 

laporan keuangan diperlukan oleh kreditur jangka panjang guna mengetahui jaminan 

investasinya, prospek di masa depan, dan bagaimana perkembangan perusahaan selanjutnya.  
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2.3 Penilaian Prinsip 5C 

Menurut Kasmir (2015), jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah 

sebuah tambahan, terutama hanya untuk melindungi kredit macet akibat suatu musibah. Akan 

tetapi, apabila suatu kredit yang diberikan telah dilakuan penelitian secara mendalam sehingga 

nasabah tersebut layak mendapatkan kredit, fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. 

Oleh karena itu, dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian 

kredit dengan benar. Pada dasarnya, sebelum bank menyalurkan kredit, maka bank harus 

merasakan yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. 

Keyakinan tersebut dapat diperoleh dari penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. 

Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan 

tentang naabahnya. Ada beberapa prinsip yang sering dilakukan oleh bank, salah satunya yaitu 

dengan melakukan analisis 5C.  

Sistematika kredit dalam pelaksanaannya mencakup beberapa informasi pokok untuk 

menunjang pengambilan keputusan. Menurut Ismail (2011), masing-masing komponen pokok 

yang menjadi pedoman analisis kredit adalah sebagai berikut :  

1. Character 

Karakter atau watak dari calon debitur merupakan hal yang penting untuk dianalisis 

karena hal tersebut menyangkut dengan tanggung jawab moral calon debitur dalam upaya 

untuk membayar kembali atau melunasi pinjamannya. Selain itu, aspek psikologi moral, 

itikad baik calon debitur, dan komitmennya untuk pengakuan hutang berikut dengan 

pelunasannya merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pihak kreditur sesuai dengan 

jangka waktu yang ditentukan. Bank ingin mengetahui seberapa besarnya komitmen yang 

dimiliki oleh calon debiturnya untuk melakukan pelunasan atas kredit yang diajukannya. 

Cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui character calon debitur adalah 

salah satunya dengan melakukan penelitian atau analisis yang mendalam tentang calon 

debitur.  

2. Capacity 

Capacity atau kapasitas berhubungan langsung dengan analisis sebelumnya yaitu watak 

calon debitur yang bekaitan dengan kemampuan nasabah dalam melunasi pinjamannya. 

Kemauan dan kemampuan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Jika nasabah 

hanya mempunyai kemampuan membayar, hal itu akan percuma. Sebaliknya, jika 

nasabah hanya mempunyai kemauan tanpa adanya kemampuan untuk membayar 

pinjamannya maka nasabah tidak akan bisa melunasi pinjamannya. Bank perlu 

mengetahui dengan pasti apakah calon debiturnya memiliki kemampuan dalam 

memenuhi kewajibannya setelah adanya keputusan penyaluran kredit. Kemampuan calon 

debitur ini sangat penting dikarenakan hal ini menjadi sumber utama pembayaran kembali 

kredit yang diberikan oleh bank.  

3. Capital 

Capital atau modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah 

dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Untuk melihat 

apakah modal yang digunakan efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan 

(neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas 

dan solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber 

mana saja modal itu didapatkan. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh 

calon debitur dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan 

keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit. 
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4. Collateral 

Collateral merupakan sutau kekayaan yang digunakan sebagai jaminan guna kepastian 

pelunasan dikemudian hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Disamping 

harus melebihi jumlah kredit yang disalurkan, jaminan juga harus diteliti dahulu 

keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah seperti kredit macet, maka bank dapat 

melakukan eksekusi terhadap agunan secepat mungkin. Tidak hanya jaminan yang 

berwujud yang dapat digunakan, tetapi juga dapat berbentuk jaminan yang tidak 

berwujud, seperti jaminan pribadi (borgtocht), Letter of guarantee, Letter of comfort, 

rekomendasi dan avails. 

5. Condition of Economy  

Condition of economy merupakan faktor ekstern yang secara tidak langsung 

mempengaruhi usaha calon debitur, terutama pada kondisi persaingan bisnis yang 

semakin ketat. Akan tetapi disamping itu juga aspek-aspek dibidang lain seperti ekonomi, 

politik, dan kondisi mata uang lokal terhadap mata uang lainnya. Aspek-aspek tersebut 

dapat mempengaruhi perekonomian pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit 

yang diberikan bank kepada pemohon harus melihat prospek usaha dari sektor yang 

dijalankan haruslah memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut 

bermasaah relatif kecil. 

 

2.4 Pengawasan Kredit 
Pengawasan kredit sangat perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan 

atau kredit bermasalah dikemudian hari. Hal ini dikarenakan pengawasan merupakan penjagaan 

dan pengamanan terhadap kekayaan yang disalurkan atau diinvestasikan dibidang perkreditan. 

Pengawasan kredit akan menjadi lebih penting apabila diperhatikan bahwa kredit merupakan 

risk asset bagi bank karena asset tersebut dikuasai oleh pihak luar bank yaitu nasabah. Menurut 

Muhammad (2012), pengawasan kredit merupakan suatu fungi manajemen dan usahanya untuk 

penjagaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk kredit yang lebih baik 

dan efisien guna menghindari terjadinya peyimpangan dengan cara mendorong terciptanya 

kepatuhan akan kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan 

penyusunan administrasi perkreditan dengan benar. 

Pengawasan yang dilakukan dapat mencakup upaya untuk memeriksa, apakah seluruh 

yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan 

prinsip yang dianut. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan 

kesalahan dalam proses kredit yang sedang berjalan. Pengawasan kredit dilaksanakan tidak 

akan terlepas dari tujuan yang akan bank capai. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai beikut: 

1. Menjaga dan mengawasi pengelolaan kekayaan bank serta mengindari penyelewengan 

yang terjadi. 

2. Guna memastikan ketelitian dan kebenaran administrasi bidang perkreditan yang lebih 

baik. 

3. Guna memajukan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan usaha dibidang 

perkreditan serta mendorong tercapinya rencana yang ada. 

4. Guna menjaga kebijaksanaan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. 

Masing-masing tujuan yang telah dijelaskan tersebut memiliki keterkaitan satu sama 

lain. Selain adanya tujuan, pengawasan kredit yang dilakukan pun tidak lepas dari ruang 

lingkup yang ditetapkan. Ruang lingkup tersebut dapat dibedakan menjadi :  
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1. Pengawasan dalam arti sempit yaitu pengawasan administrasi ruang lingkup guna 

mengetahui kebenaran data-data administrasi. 

2. Pengawasan dalam arti luas yaitu kegiatan pengendalian dalam suatu perusahaan yang 

dibuat oleh manajemen kontrol yang memiliki ruang lingkup lebih luas meliputi 

financial audit, operational audit atau management policy.  

 

3. Metode Penelitian  

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal, teknik 

pengumpulan datanya trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Filsafat postpositivime sering disebut sebagai paradigma interpretif dan konstrutif, yang 

memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan 

hubungan gejala bersifat interaktif (reciprocal). Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah. 

Obyek yang alamiah merupakan obyek yang berkembang apa adanya, tidak ada manipulasi 

oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek yang 

diteliti.  

Metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitik yang dipakai dalam 

penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2016), adalah metode kualitatif 

untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode 

kuaitatif dengan pendekatan studi deskriptif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi 

penelitian karena permasalahan studi deskriptif yang meneliti suatu kasus atau fenomena 

tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar 

belakang, keadaan dan interaksi yang tejadi. Pendekatan studi kasus dilakukan untuk menarik 

kesimpulan terhadap kejadian atau fenomena yang diteliti. Studi kasus akan memahami, 

menelaah, dan kemudian menafsirkan makna yang didapat dari fenomena yang diteliti tersebut. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

datanya, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan.(Sugiyono, 2016). Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara 

dengan beberapa pejabat yang berwenang dan data sekunder berupa laporan keuangan debitur 

pada bulan Januari-Februari 2019 di BPR BKK Purbalingga dan laporan keuangan PD. BPR 

BKK Purbalingga.  

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang 

alamiah), sumber data sekunder, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya antara lain sebagai berikut :  

 

3.2.1 Wawancara 

 Wawancara yaitu dengan cara mengadakan wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak 

terkait yaitu pejabat yang berwenang dalam PD. BPR BKK Purbalingga untuk memberikan 

keterangan yang bekaitan dengan penelitian yang dilakukan.  
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3.2.3 Dokumentasi 

Menurut Suharsaputra (2014) dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang 

tertulis maupun dicetak dimana dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-

dokumen. Dokumen itu sendiri merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan 

yang berbentuk dokumentasi. Dokumentasi dianggap sebagai pelengkap dari sebuah penelitian. 

Hasil penelitian dari observasi akan lebih lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung 

oleh sejarah atau dokumen-dokumen perusahaan yang ada. 

 

3.3. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan sebuah proses pencatatan dan penyusunan secara 

sistematis data yang telah diperoleh melalui catatan hasil wawancara, dokumentasi yang 

dihubungkan dengan studi kepustakaan yang ada dengan menjelaskan lebih dalam penelitian 

yang dilakukan dan membuat hasil kesimpulan yang dapat dipelajari oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kualitatif. Menurut Saifuddin (2010) analisis deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari 

kelompok subjek yang diteliti.  

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode analisis deskriptif agar diarahkan dapat 

menjawab rumusan masalah yang ada terkait analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C 

dan pengawasan kredit.  

3.3.1 Analisis Laporan Keuangan  

 Analisis laporan keuangan calon debitur dapat dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor XX/POJK.03/2018, dimana : 

 Analisis kredit harus dibuat secara akurat, lengkap dan obyektif, paling sedikit memuat hal-hal 

berikut : 

1) Informasi yang bekaitan dengan usaha dan data pemohon termasuk hasil penelitian 

pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) 

2) Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan melihat kegiatan usaha 

yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik 

mark-up yang dapat merugikan BPR 

3) Penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan permohonan kredit  

3.3.2 Penilaian Prinsip 5C 

 Analisis penilaian prinsip 5C dapat dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

XX/POJK.03/2018, tentang : 

Analisis kredit paling sedikit mencakup penilaian atas karakter (character), kemampuan 

(capacity), modal (capital), agunan (collateral), dan prospek usaha debitur (condition of 

economy) atau yang sering dikenal dengan 5C’s dan penilaian terhadap sumber 

pelunasan kredit dimana dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan atau sumber 

penghasilan terkait dengan obyek yang dibiayai oleh pemohon kredit serta menyajikan 

aspek hukum perkreditan yang bertujuan untuk melindungi BPR dari kemungkinan-

kemungkinan risiko yang timbul. 

3.3.1 Pengawasan Kredit  
Pengawasan kredit yang dilakukan, akan dianalisis dengan melihat Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2018, yang meliputi : 
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1. Prinsip-prinsip Pengawasan Kredit 

- Fungsi pengawasan kredit yang tercermin dalam sistem pengendalian intern 

BPR terkait dengan perkreditan yang terdiri dari organisasi dan manajemen 

perkreditan, kebijakan dan prosedur serta sistem informasi di bidang 

perkreditan. 

- Adanya mekanisme bahwa pelanggaran terhadap PKPB dan prosedur 

pelaksanaan kredit dapat segera diketahui dan dilaporkan pada pejabat yang 

berwenang. 

- Adanya kesempatan bagi pihak yang diawasi untuk memberikan penjelasan 

tentang latar belakang permasalahan dan masukan sebagai solusi ke depan. 

- Pengawasan kredit yang meliputi pengawasan sehari-hari oleh direksi atau 

pejabat yang berwenang dalam menangani perkreditan dan pengawasan yang 

dilakukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan fungsi audit intern terhadap semua aspek perkreditan. 

2. Objek Pengawasan Kredit 

- Pengawasan tehadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemberian kredit serta 

pejabat atau pegawai BPR yang berkaitan dengan perkreditan. 

- Pengawasan terhadap semua jenis kredit dan debitur. Pengawasan terhadap 

pihak-pihak tersebut harus dilakukan secara intensif. 

3. Cakupan Pengawasan Kredit 

Pengawasan kredit yang paling sedikit meliputi cakupan terhadap : 

- Terhadap intern BPR 

- Terhadap ekstern BPR 

4. Audit Intern Perkreditan  

Fungsi audit intern adalah memantau kinerja sistem pengendalian intern serta 

memastikan bahwa pelaksanaan perkreditan telah dilakukan dengan benar sesuai 

dengan PKPB dan telah memenuhi cakupan prinsip pengawasan kredit yang disertai 

dengan tindakan atau saran perbaikan. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Pengajuan Kredit Calon Debitur dan Pengawasan Kredit BPR BKK 

Purbalingga 

1. Analisis laporan keuangan calon debitur PD. BPR BKK Purbalingga  
Secara umum, BPR BKK ini sebagian besar debiturnya merupakan debitur usaha kecil 

mikro dan menengah (UMKM) yang pada faktanya mereka tidak memiliki laporan keuangan 

yang dibuat secara formal sebagaimana tertera dalam peraturan standar akuntasi keuangan 

(SAK). Akan tetapi, setiap calon debitur tetap mempunyai catatan-catatan terkait keuangan 

yang dapat menggantikan laporan keuangan dalam persyaratanya. 

 Pada BPR tetap melakukan analisis laporan keuangan calon debiturnya walaupun melalui 

catatan-catatan keuangan usaha mereka yang pada nantinya akan tetap menunjukkan kondisi 

keuangan. Selain dengan catatan tersebut, analisis laporan keuangan pun diperkuat dengan 

survey lapangan yang dilakukan oleh analis kredit.  

 Melalui data laporan keuangan yang disertakan kepada petugas kredit BPR, selanjutnya 

dilakukan analisis oleh analis kredit antara lain sebaga berikut : 

1. Penyusunan Neraca Perusahaan 
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Penyusunan neraca dilakukan guna mengetahui total aktiva dan total passiva yang 

dimiliki oleh calon debitur. 

2. Perhitungan Plafond Kredit 

Perhitungan plafond kredit yang diajukan calon debitur digunakan agar pihak BPR 

mengetahui apakah jumlah plafond kredit yang diajukan sebanding dengan total aktiva 

dan passiva yang dimiliki calon debitur, sehingga tidak terjadi mark up ataupun 

ketidaksesuaian kredit.  

3. Perhitungan Laba Rugi 

Perhitungan laba rugi akan dibutuhkan pihak BPR guna mengetahui besarnya laba yang 

calon debitur peroleh setiap bulannya yang nantinya akan berpengaruh pada besarnya 

angsuran calon debitur. 

 

2. Analisis penilaian prinsip 5C calon debitur PD. BPR BKK Purbalingga 

Setelah analisis laporan keuangan dilakukan oleh analis kredit, selanjutnya analis kredit 

melakukan cakupan/evaluasi permohonan kredit calon debitur. Evaluasi nasabah dalam hal ini 

berkaitan dengan analisis prinsip 5C calon debitur. Analisis penilaian prinsip 5C dilakukan 

untuk memudahkan pihak BPR BKK dalam mengetahui calon debitur dalam berbagai aspek. 

Proses analisis prinsip 5C pada BPR BKK dilakukan analis kredit berdasarkan kondisi lapangan 

yang sudah diketahui oleh petugas kredit yang kemudian menunjukkan rangkuman penilaian 

calon debitur. 

a. Character 

Dapat dilihat dari informasi yang dikumpulkan melalui lingkungan sekitarnya maupun 

dari bank lain yang dimana seharusnya calon debitur memiliki watak yang baik dan 

tidak pernah mengalami kredit macet. 

b. Collateral 

Calon debitur yang akan mengajukan kredit harus mempunyai jaminan yang akan 

diajukan dimana jaminan tersebut merupakan milik pribadi dengan ketentuan dan 

taksiran harga yang ditentukan oleh bank. 

c. Capacity 

Melihat dan meninali calon debitur dalam bagaimana kemampuannya membayar kredit. 

Dimana penghasilan bersihnya harus lebih besar dari angsuran kreditnya. 

d. Capital 

Penilaian terhadap usaha yang dimiliki merupakan benar-benar milik pribadi atau 

bukan. 

e. Condition of Economy 

Penilaian ini melihat dimana kondisi ekonomi calon debitur dalam kondisi baik atau 

tidak terlilit hutang lain.  

 

3. Pengawasan kredit debitur PD. BPR BKK Purbalingga 

   Jika pada keputusan akad kredit nasabah diterima, maka yang selanjutnya dilakukan 

oleh BPR BKK adalah melakukan pengawasan terhadap kredit yang disalurkan. Pengawasan 

kredit yang dilakukan tidak hanya tertuju pada nasabah, akan tetapi pada intern 

pejabat/karyawan yang berwenang juga dilakukan pengawasan. Dalam BPR BKK ada beberapa 

cara yang dilakukan guna melakukan pengawasan baik mengawasi nasabah maupun 

karyawannya. Selain dilakukan pada nasabah dan karyawan, proses pengawasan pun tidak 

hanya dilakukan secara aktif atau secara langsung. Pada nasabah yang ada, pengawasan secara 
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pasif pun dilakukan oleh pihak BPR BKK guna mendapatkan hasil pengawasan yang 

mekasimal atau meminimalisir risiko-risiko yang akan terjadi.  

Pengawasan kredit yang dilakukan secara periodik dan meminta pertanggung jawaban 

Account Officernya merupakan bentuk pengawasan terhadap nasabah dan karyawannya. 

Pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik apabila dalam prosesnya tidak sebagaimana 

mestinya. Untuk memaksimalkan pengawasan kredit maka pihak BPR melakukan fungsi audit 

internalnya  

 

4.2 Pembahasan 

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dimana dalam kegiatannya tidak memberikan 

jasa dalam lalu lintas pembayarannya. BPR BKK berfungsi sebagai salah satu lembaga 

intermediasi di bidang keuangan dengan tugas untuk menjalankan usaha sebagai Lembaga 

Kredit Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Seperti 

pada Bank Umum, BPR BKK juga melakukan pembiayaan pada masyarakat. Pembiayaan yang 

dilakukan BPR BKK yaitu menyalurkan kredit pada masyarakat. 

Pihak BPR BKK melakukan survei terhadap kondisi calon debiturnya dan barang 

jaminannya yang kemudian data hasil survei tersebut dikelola atau dianalisis oleh analis kredit 

yang berwenang. Analisis itu dilakukan guna mengetahui riwayat calon debiturnya apakah baik 

atau buruk dalam status keuangannya dan juga guna mengetahui apakah permohonan kredit 

yang diajukan sesuai dengan kemampuan calon debiturnya. Analisis yang dilakukan oleh analis 

kredit meliputi analisis laporan keuangan calon debitur sehingga dapat diketahui apakah 

laporan keuangan yang disertakan sesuai dengan kondisi lapangannya atau tidak. Analisis 

laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan calon debitur sedang 

dalam kondisi baik atau tidak seperti tetera dalam neraca dan laporan laba-ruginya.  

Setelah melakukan analisis laporan keuangannya, selanjutnya analis kredit melakukan 

analisis penilaian prinsip 5C yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan 

condition of economynya apakah dalam keadaan standar, baik atau buruk. Jika pada aspek 

character menunjukkan tidak layak maka perlu dikaji ulang bahwa keadaan calon debitur 

memiliki karakter yang tidak baik dan sudah mendapatkan nilai jelek pada BI checking yang 

nantinya akan berpengaruh pada pembayaran angsurannya. Selanjutnya analisis capacity yaitu 

untuk mengetahui keadaan fisik, pengalaman usaha, kondisi usaha dan keuntungan calon 

debitur yang dilihat berdasarkan analisis laporan keuangannya. Analisis selanjutnya mengenai 

capital yaitu untuk mengetahui modal yang digunakan untuk modal usaha seberapa besar yang 

akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan. Kemudian analisis mengenai collateral 

digunakan untuk mengetahui nilai jaminan yang diserahkan cukup untuk mendukung pinjaman 

yang diajukan atau tidak. Yang terakhir yaitu analisis mennai condition of economy dimana 

dilakukan untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan ada pengaruh negatif atau tidak 

terhadap lingkungan sosial calon debitur. 

 Pengawasan pada BPR BKK ini dilakukan pada nasabah dan karyawannya. Selain itu, proses 

pengawasan pada BPR BKK ini dilakukan secara aktif atau dilakukan secara periodik dan 

dilakukan secara pasif atau pantauan pasif dari kantor pada saat pembayaran angsuran. 

Kemudian selain itu dilakukan pula audit internal bank yang dilakukan oleh SKAI untuk 

memeriksa secara langsung apakah kinerja seluruh cabang sudah sesuai prosedur atau SOP 

yang ada atau tidak. Selain itu, audit internal bank juga dilakukan untuk meminimalisir adanya 

kredit bermasalah atau ketidaksesuaian kredit pada BPR BKK. 
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 Menurut peneliti analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C calon debitur dan pengawasan 

kredit sangat memberikan banyak manfaat untuk PD. BPR BKK Purbalingga, karena dengan 

adanya proses analisis laporan keuangan dan penilaian prinsip 5C akan memudahkan pihak 

BPR BKK dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Sehingga setelah adanya keputusan 

pemberian kredit disetujui akan memberikan kemudahan pihak BPR BKK dalam melakukan 

pengawasan kredit karena sudah mengetahui kondisi dan gambaran nasabahnya. 

  

5. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan mengenai “Analisis Laporan keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon 

Debitur, dan Pengawasan Kredit terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD. BPR BKK 

Purbalingga” maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang dapat menjawab pokok 

permasalahan yang telah dikemukakan diawal Skripsi ini, yaitu sebagai beikut : 

1. Analisis laporan keuangan calon debitur pengajuan kredit sudah terlaksana oleh PD. 

BPR BKK Purbalingga , akan tetapi pada pelaksanaannya kriteria yang ditetapkan 

belum memenuhi standar laporan keuangan yang pada semestinya. Pada BPR BKK ini 

masih melihat laporan keuangan sederhana yang dibuat oleh calon debiturnya. 

2. Penilaian prinsip 5C calon debitur sudah terlaksana dimana pada PD. BPR BKK 

Purbalingga mempunyai standar minimal yang harus dipenuhi oleh calon debiturnya 

yaitu minimal ada 3 C yang harus terpenuhi yaitu Character, Capital dan Collateral. 

Akan tetapi, pada pelaksanaannya semua nasabah memenuhi 5C yang ada, karena 

kelima prinsip tersebut saling berkaitan. Maka dari itu ketika 3C sudah terpenuhi, 

kelima prinsip yang ada akan telihat jadi nasabah BPR BKK tetap akan memenuhi 

penilaian prinsip 5Cnya. 

3. Ada 3 cara pengawasan kredit yang dilakukan oleh PD. BPR BKK Purbalingga yaitu 

pertama pengawasan secara periodik yang dilakukan oleh pejabat kredit langsung 

kepada nasabahnya setiap bulannya. Kemudian, pengawasan secara pasif yang 

dilakukan oleh bank dengan mengawasi nasabah dalam hal pembayaran angsuran. 

Selanjutnya yang ketiga dilakukan pengawasan dengan sistem online, yaitu penggunaan 

fasilitas sms yang dilakukan oleh banksetiap bulannya untuk menghubungi nasabah saat 

mendekati tanggal jatuh tempo.  

4. Pelaksanaan analisis laporan keuangan, penilaian prinsip 5C calon debitur, dan 

pengawasan kredit yang dilakukan sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor XX/POJK.03/2018.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa sara kepada BPR 

BKK Purbalingga dan untuk peneliti selanjutnya : 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian analisis 

pembiayaan kredit yang tegas dalam melakukan wawancara sehingga dapat 

mendapatkan informasi yang jelas. 

2. Untuk PD. BPR BKK Purbalingga diharapkan lebih baik lagi dalam perolehan catatan 

keuangan calon debitur sehingga akan memudahkan pihak BPR BKK dalam 

menganalisis laporan keuangan dapat dilakukan secara maksimal tidak terkesan apa 

adanya. Diharapkan adanya standar yang jelas dalam proses persyaratan laporan 

keuangan calon debitur agar laporan keuangan yang diserahkan calon debitur sama 

antara satu debitur dengan yang lain. 
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